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Abstract

Ezzendially, bureaucracy refarmation 5 an attempet do maka renewal and radical
change toward gowvernment administratar systermn. Many changes occured affer
refarmation, parficolady in lenns of nsiitufionzl govermeant sinictures 25 well as
legisiation. The cherges In tevms of instifurional and legislation i expected to be able
o improve govemance spsrem and bureaucracy in indonesia.  Mowever there 5 no
improvements occured. Thersfore the changes of institutional and legisiation is nat
enaugh ifnot faliowed by the changes of behavier of government officials in indonesia.
Thare are several ways to changes the hehawvior of government officials in (ndonesia,
siich &5 improvement of education spslem, recrilment paitarn, prosperity wiork-
perfarmance assesment syshent a5 well 3 increase public participadion i manitenng
grerverrrnend sysham,

K=tpaores - Rakormation, Bursanoratc behavian

Pendahuluan

Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sisterm
penyelenggaraan pemerntahan fidak berjalan ataw diperkirakan tidak
akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi
birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerntaban
yang baik (oood governance), Dengan kata lain, reformasi birokrast adalah
langkah strategis untuk membangun aparatur negara, agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna dalarm mengemban tugas urmum  pemerintaban
dan pambangunan nasional, Selain ity dengan pesatnya kemajuan
ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serfda perubahan
lingkungan, menuniut birokrasi - pemerintaban untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika luntitan magyarakat.

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat
strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat.
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Setiap warga negara, =ejak masih berada di dalam kandungan sampai
dengan meninggal dunia. harus berurusan dengan birokrasi pemarintah
{Kumorotomo, 2008 : 95). Hal ini dapal dilihat dan berbagal peran Yang
dimainkan oleh birokrasi pemerintah, mulai dan peran mengatur kehidu pan
masyarakal, melindungl masyarakat, mendistribusikan sumberdaya Wang
terbatas dari kslompok yang mampu ke kelompok vang kurang marmpu,
memberkan subsidi kepada masyarakat, sampai pemberian palayanan
publik (Purwanto, 2008 : 173). Ketargantungan masyarakat sendiri ferhadap
birokrasijuga masih sangat besar, Ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur
birokrasi memiliki status sosial vang tinggi di tengah masyarakat, Siatus
sosial lersebut merupakan aset kekuasaan, karena Qrang cendening mau
tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebin tinggi.

Dalam kaitan penyelengoaraan pemerinizhan, dengan sifat dan
lingkup pekeraannya, birokrasi menguasai aspek-aspek vang sangat
luas dan strategis. Birokrasi menguasai akses-akses sumber daya
alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, sera menguasai akses
pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pibak lain. Dannan posisi
dan kemamampuan besar yang dimilikinya tersebut. birokrasi bukan saja
mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara
teknis, tetapl juga mendapat dukungan yang kuat dan masyarakat dan
dunia usaha. Birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting
dalam pemmusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan
publik, sera dalam eveluasi kinerianya. Dani gambaran di atas nyatalah,
bahwa birokrasi di indonesia memiliki peran yang cukup besar. Basamya
paran birokrasi tersebut, akan turut menentukan keberhasilan pemerintah
dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunen. Jika hirokrasi
buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banvak hambatan.
Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maks program-progra
pembangunan akan heralan lebih lancar,

Mamun dalam praktiknya, peranan dan fungsi birokrasi pemerintahan
Indonesia semakin dipertanyakan, mengingat masih banyaknya kecaman
dan keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik
di berbagal sektor kehidupan. Masih sering kita dengar berbagai kritik
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dan pandangan sinis masyarakal terhadap birokrasi pemerintahan
Indonesia yang dinilai kualitas keranya rendah, biaya mahal dan
baros, miskin informasi, dan lebih mementingkan diri sendin. Keadaan
tersebut diperburuk dengan banyaknya pelanggaran lerhadap peraturan
parundangan yang berlaku, tindakan sewenang wenang, sikap arogansi
penguasa, pemborasan sumber keuangan, sumber daya alam, penyalah
gunaan kekuasaan, wewenang dan fasilitas negara, serta prakiek komupsi,
koluzi dan nepotisme. [Rayanto, 2007 £2)

Rendahrva kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masvarakat
sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost
aeonamyt untuk pelayanan publik. Ketidak pastian {unceraimiy) wakiu dan
kefidak pastian biaya membuat masyarakat malas dan jengkel berhubunigan
dengan birokrasi. 0N mata para investor | Indonesia selama ini dikenal
sangat buruk karena rmempunyai jalur birokrasi yang berbelit-belit dalam
memberkan ijin membuka usaha. Penelitian yang dilakukan Bank Dunia
menunjukan bahwa untuk memulai investasi di Indonesia harus melalui
jumlah prosedur yang paling banyak, jangka wakiu paling lama, dan biaya
paling mahal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia,
apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju. lnvesior baru harus
melalui 12 prosedur dan membutubkan waktu 151 han unluk mearmparaleh
ifin investasi di Indonesia, sementara di Amerika Serikat cukup melalui satu
prosedur dan hanya memeriukan wakiu ¥ hari { Subarsonc, 2008 : 158)

Buruknya kinerja birokrasi pemerintahan di Indenesia menjadi penenti
rendahryaminatmasyarakatmaupunperusabasnuntukmelakukaninvestasi.
Inveslasi vang rendah akan berdampak pada rendahnya lapangan kerja,
banyaknya pengangguran , dan lidak menutup kemungkinan berdampak
pula pada tingkat kriminalitas yang tinggi. Perubahan yang lerjadi pasca
refammasi sampal saatini, memang sudah banyak yvang dilakukan tertamsa
pada seqgl kelembagaan dan struktur pemerintaban. Banyak lembaga-
lembaga baru yang dibentuk seperti Kamisi Pemberantasan Korupsi (KFK),
Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perlimbangan
Presiden (DPP), serta berbagai Peraturan dan Perundang-undangan yang
dihasilkan dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan. Perubahan
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pada seqi kelembagaan tersebut, diharapkan mampu membawa perbaikan
pada sislem pemerintahan dan birokrasi di Indonesia, iernyata birokrasi
pemarintahan Indonesia fidak banyak mengalami perubahan. Perlaky
birokrazi pamerintahan masih inefisien, berbelit-balit, dikiminalif dan tidak
profesional. Oleh karena itu, perbaikan pada segi kelembagaan saja tidak
cukup apabila tidak dikuli oleh perubahan perilaku aparatur pemerintah
Indonesia.

Birokrasi Indonesia

Sistern birokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang tidak dapat
dilepaskan dari sejarah masa lalu. Dalam zaman kerajaan dimana
feodalisrme menjadi landasan birokrasi maka dituntut kesetiaan dan
kepatuhan sepenuhnya terhadap raja dan para punggawa kerajaan,
sebiagai kelompok elit pemerintahan. Kepatuhan harus diwujudkan dengan
melaksanakan segala peraturan dan perintah kerajaan dan tidak untuk
mempertimbangkan uniung rugi dan dampaknya. Sikap atau perilaku
yang demikian, dibarengi dengan timbulnya perasaan dan kepercayaan
rakyat bahwa pihak kerajsan akan melindungi para kawula dar segala
macam gangguan dan ancaman., Timbullah hubungan ketarganiungan
pelindung dan yang dilindungi. Hubungan demikian dikategorikan sebagal
“pafronciient relationship” (James C. Scol dalam Ismani :2001 351

Pada jarman kolonial kedaaan birokrasi kerajaan vang demikian it
lidak mengalami perubahan yang berari, tetapi justru dimanfaatkan dan
dimodifikasi sedemikian rupa sehingoa lebih efisien demi kepertingan
penjajah. Setelah Indonesia merdeka sampai dengan runtufinya orde
lama, birokrasi patrimenial masih tetap melekat erat pada pemerintahan
dan pembangunan. Pengaruh feodalisme dan kolonialisme masih terus
berlanjul dan pola hubungan patronclient menjadi referensi utama dalam
birakrasi. Benih-bienih firani hidup subur dan puncak penyelewengannya
renimbulkan korupsikolusi dan nepatisme { KKN ) yang mendorong
lahimya reformasi pada tahun 1998,

Reformasi tehun 1898 menjadi tongoak sejarah bagi Indonesia yang
bermesil mendorong perubahan tata pemerintahan di negerl ini. Gerakan



reformasi berhasil melakukan perubahan dengan jalan menumbangkan
rezim Soehario yang berkuasa selama 32 tahun lebih. Reformasi menuntut
perubanan di berbagai lini kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, hukum
termasuk dalam konteks pemerintahan. Perubahan ini sebagai konsekuensi
dari harapan akan cita-cita uniuk membawa Indonasia keluar dari masalsh.
Reformasi 1298 juga membawa konsekusnsi untuk melakukan retormasi
pada birokrasi pemerintahan. Ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi birokrasi
pemerntaban yang mengalami penyakil bureaumania yang ditandai
dengan kecenderungan inefisiensi, penyaliahgunaan weawenang, korupsi,
kolusi dan nepotisme serla dijadikan alat cleh pemerntahan orde baru
untuk mempertahankan kekyasaan yang sda.

Di era reformasi, kondizi birokrasi pemerintahan Indonesia masih belum
menunjukan perubahan yang menggembirakan seperti disampaikan oleh
Ltomo | 2007 : 2} Di era Habibi, birgkrasi dan birokrat kita masin bersifat
to be given meskipun berada pada era transisi. Di era Abdurracman Wahid
dengan demokrasi kebebasannya, birokrasi dan birokrat kila menjadi
bulan-bulanan kesalahan dengan telah terqadinya KKN, birokratisme dan
pelayanan publik yang jelek. Demikian pula di era Megawati, birokrasi
kita bahkan dikatakan sebagai birekrasi keranjang sampah. Maka tidak
mengherankan apabila terjadi tuntutan perubshan mulai dan perunya
pemangkasan birokrasi sampai pada penemuan kembali atau peninjauan
kembali fungsi-fungsi pemerntahan dan pengembangan enirepreneurial
spirit. Di era SBY terlalu terperangkap dalam nuansa yang serba politis
dari program K2-nya { konsolidasi, konsiliasi dan aksi ). Memang harus kita
akui tidak terlaly mudah dan cepat untuk merubah dan menyempurnakan
kerja birokrasi dan birokrat, kesemuanya memerlukan proses.

Birokrasi pemarintahan Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di
tingkat Daerah, kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena
perlakunya yang lidak sesuai dengan tugss yang diembannya sebagai
pelavan masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi
gelalu berkonotasi negatii, Birokrasi adalah  lamiban, berbelit-belit,
menghalangi kemajuan, cenderung memperhalikan prosedur dibandingkan
substansi, dan tidak efizsien. Gambaran tersebul  tidak sejalan dengan
birokrasi Max Weber yang memiklik tipe ideal rasional dan efisien.
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Dari hipe ideal birokrasi Weber tersebut. vang di negaranya berhasil
diimplementasikan dengan baik tetapi di Indonesia ada beberapa yang
gagal di implementasikan, bahkan konsep dan ide tersetut Eerimplikasi
negatif. Misalnya hierarki. Sebenarnya  hierarki ini berujuan  unfuk
mengefektitkan organisasi dengan kejelasan komando, contral kepada
bawahan dan pambagian kerja secara jelas. Menurit Indiahono {2008 : 28)
dari hierarki ini ada baberapa masalah vang dapat mempengaruhi kinera
pelayanan dan birokrasi kita:

Relasi hubungan antara bawahan dan atasan secara bedebihan. Ini
biza bermakna;

d.

Bahwa bawahan sebagai seseorang yang bemosisi di bawah akan
sangat lergantung pada atasannya, karena fungsi pengawasan
fcontral), penghargaan {reward) dan sanksi (punmshment] akan
sangat lergantung pada the big boss. Maza depan bawahan ada
ditangan atasan. sehingga munculah istiah asal bapak senang,
yang intinya berorientasi kepada atasan bukan pada pelayanan
publik.

Bahwa ternyata seorang alasan menjadi pemimpin tidak hanya
pada sektor formal, lebih dari ity fernyata bawaban benar-benar
tunduk sempai sekior impormal kelika bermasyarakat, Hubungan
seperti ini menjadikan para bawahan kehilangan rasionalitasnya
tdalam berperan sebagai pelayan masyarakat,

Hierarki berimplikasi pada berkurangnya responsifitas birokrasi untuk
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dikarenakan:

=N

Para pagawei tingkat bawsh sebagai ujung tombak pelayanan
terkadang tidak memiliki kewanangan yang luas untuk menentukan
kebijakan yang dibutubkan segera,

Para pegawai bawahan terkadang tidak memiliki kreatifitas untuk
menaniukan kebijakan yang mendasak karsna terbiass dengan
juklak dan juknis,

Di Indonesia, hisrarki kekuassan ini dibalut dengan sistem bapak atau
patrirmonial sehingga menjadi lebih kental lagi praktika kekuasaan birokrasi
ini. Pejabat hierarki bawah tidak berani beriindak jika tidak mamperoleh
restu dan petunjuk dari hierarki atas. Semua surat dinas yang berasal dar



pejabat hierarki bawah salalu diakin dengan kata-kata manis mohon arahan
dan petunjuk dari pejabat hierarki atas. Perilaku birokrasi Indonesia selalu
diwarnai dengan sikap nyuwun sewu (minta seribu), seperti orang [awa yang
mau lewat melangkahi posisi orang tua, Ini merupakan sikap sopan (proper
behavior) yang harus dilakukan orang jawa yang kekuasaannya lehih
rendah dart orang yang dimintai serbu tersebut. Dengan demikian minta
petunjuk iy sikap =opan yang hams diperlihatkan agar tidak melampau
kekuasaan yang berada diluar kekuasaanya. Tidak ada rasa salah {guity)
atau sdaru {inappropriate) jika minta pelunjuk tersebut | Thoha, 20032 7 ).

Kebanyakan model birokrasi vang terdapat di negara-negara
Asia adalah birokrasi patimonial { Kumorotoma, 2008 ; 112). Munculnya
birokrasi patimenial di Indonesia, merupakan kelanjutan dan warisan dari
gistern nilai tradisional yang wmbuh di masa kerajaan-kerajaan masa
lampau dan hercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh
birokrasi modem tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam
perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan
privayi yang juga berdapis-lapis, pegawai negar pun terdiri dar berbagai
pangkat, golongan dan esslon. Semboyan pegawal negern adalah abdi
negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan
hirokrasi kerajaan. Birokrasilebin menakankan pada mangabdi ke atas dan
pada ke bawah sebagai pelayanan kepada magyarakat. lulah sebaglan
kecil alasan mengapa birokrasi Indonesia tidak berkembang menjadi lebib
efisien, ielapi justn sebaliknya inefisiensi, berbelit-balit diskriminatit dan
tidak profesional.

Reformasi Perilaku Birokrasi Pemerintahan

Perilaku birokrasi pemerntahan  selama ini lebih sebagai agen
kekuasaan dari pada agen pelayanan. Mendorong perubdhan sosok dari
agen kekuasaan menjadi agen pelayanan tentu bukan hal yang mudah.
Parubahan itu menuniut perwbahan banyak hal, termasuk perubaban
mindset.Untuk merubah mirdset maka rekayasa budaya mest harus
dilakukan, Budaya bam perlu diciptzkan untuk mengganti tradisi, nilai,
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prakiek lama yang selama ini membuat birokrasi gagal untuk menjalankan
perannya [Dwiyanto, 2007 @ 10), Bagaimana cara melakukan reformasi
birokrasi pemerintahan dari seqi perilaku, itulah yang menjadi tantangan
bagi permerintahan Indonesia saat ini - Ada beberapa langkah yang bisa
dilakukan dalam melakukan perubahan perilaku aparatur pemerintah
Indonesia antara lain :

1. Perubahan Pola Pikir Melalul Pendidikan.

Dalam malakukan perubahan perlaku berari harus 2da perubahan
pola pikir etau nilai-nilai yang mendasar dalam melakukan sebush
tindakar. Artinya penanaman kesadaran baru bagi aparatur pemerintsh
terhadap nilai-nilai maral yang baik. Peru kita sadari, bahwa perubahan
pola pikir itu memerlukan waktu yang lama dan proses yang terus menerus
tanpa henti. karena pola pikir lama yang buruk pun fidak terbentuk Bty
gaja akan tetapi melalui proses vang panjang. Oleh karena iy, parubahan
pala pikir tersebut dapat dilskukan melalui pendidikan dan latihan vang
terprogram dengan baik. Karena pendidikan adalah menpakan sarana
untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam proses meningkatkan
perilaku darn ketrampilan teknis dan maoral karyawan (Yudiati, 2005 14a),
Perubahan pola pikir tidak bisa berhenti sampai pembentukan parubahan
kesadaran saja. Akan tetapi harus di prakiekkan dalam bentuk Sndakan
yang fyafa, sehingga benarbenar mengakar kuat dalam setiap aparatur
pemerintah. Karena pikiran dan tindakan sudah seirama, maka diharapkan
bisa tercipta budeya baru yang lebih baik, yaits budaya disiplin, budaya
malu, budaya kerja keras, budaya jujur, budaya Tanggung jawab dan lain
sebagainya. Pemerintah  hanis mempunyai kemitman vang tingoi untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan (dikiat), Diklat birokrasi
adalah human investment yang memedukan proses dan hasilnya akan
tampak dan dapal dirasakan setelah beberapa saat kemudian, Diklat
vang dilakukan  tidak hanya bersifat penjenfangan, akan tetapi diklat
non penjenjangan perlu dintensifkan. Diklat non penjenjangan sangal
memiante birokrasi dalam membekali pengetabuzn dan keterampilan

T
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aparaturnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah sera
perubaban (dinamika) yvang begitu pesat terfjadi dalam masyarakat, baik
pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Diklat birokrasi yang
dilakukan haruslah berbasis kompetensi jeompelence hased aducation
and frairug), baik dalam fahapan perencanaan, implementasi maupun
evaluasi pelatinan. Dalam kenyataannya, diklat birgkrasi vang dilakukan
selama ini belum berbasis kompetensi. Untuk mendapatkan hasil yang
maksirnal, Diklat yang dilakukan haruslah dikelola secara profesional
dengan manajemean Diklat yang handal, Sebelum melakukan diklat, maka
Education and Training Need Assessment (ETHNA) menjadi syarat utama.
Dengan ETMA, dapat diketahui jenis pendidikan dan pelatihan apa yang
sesungguhnya sangat dibutuhkan, yang sesual dengan kebutuhan  dan
merupakan tuntutan fugas pokok dan fungsi tanggung jawab birokrasi
pemerintaban,

2. Pola Rekrutmen.

Untuk menghasilkan perubahan dalam perilaku aparatur harus di mulai
dari pola rekrutmen yang baik. Menurut Suname [ 2008 : 4) ada beberapa
hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem rakruitmen :

a. Sistem rekruitrmen harus mampu menghasilkan tenaga profesional
sesual  dengan  kebutuban  organisasi dan kepelensi yang
dipersyaratkan.

b. Penempatan dalam jabatan secara terbuka bagi pejabat karir ezselan 11
dan | melalui seleksi ketat, fitand propariest. Terbuka disini dimaksudkan
di dalam departemen maupun inter departemen, sepanjang masth
pEgawai Negeri.

¢. Tidak lagi dimungkinkan jabatan rangkap baik di dalam maupun di
luar organisasi, sehingga pegawai bisa fokus dalam melaksanakan
lugasnya.

Birokrasi modem mensyaralkan adanya prinsip kerja dan rekruitmen
yang rasional, sehingga tercapai kondisi the rght man on the rghl place
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{Kumoratome, 2008 : 113). Reknutmen dan seleksi menipakan tahap awal
yang sangat menentukan untuk mendapatkan aparatur pemerintah yang
handal. Kesalahan dalarm mereknut birokrat, berpengaruh secara signifikan
ternadap kinerja dan kualitas pelayanan vang dinarapkan. Semakin bajk
sistem rekrutmen dan seleksi, maka akan semakin baik pula birokrat vang
didapatkan. Job anglysis merupakan syarat utama rekratmen birkeat,
Ketiadaan job analysis menyebabkan birokrat tidak akan mengetahui
tugas dan pekerjgannya. Dengan job analysis, akan dihindarkan taradinya
struktur organisasi yang gemuk. Job analysis merupakan dasar dan
indikator job requirement yang harus dipenuhi oleh calon-calen birokrat.
Dalam kenyataannya saal ini, rekrutmen dan seleksi yang tefadi belum
benar-benar transparan. Kelidakiransparanan ini menjadikan dasar
bagi masyarakat untuk menilai bahwa rekrutmen/seleksi  sangat sarat
dengan KKN . Rekatmen dan seleksi birckrat haruslah dilakukan secara
profesional dengan lembaga vang independen. bukan dilakukan oleh
pemarintah {pusat maupun daerah) seperti yang dilakuken selama ini.
Komisi kepegawaian (civil service commission) sabagai armanah Undang-
Undang Kepegawaian Momor 431999 harus segera dibentuk. Komisi
kepegawaian  dapal meldkukan rekrutmen dan selaksi birokrat secara
profesional dan independen. Anggota komisi kepegawaian dapat dirakrut
dari kalangan perguruan tinggi dan kalanoan professional swasta lainrya,
yang benar-benar profesional di bicang Manajeman Sumber Daya Manusia
Aparatur (MSDMA). Pemerintah dalam hal ini hanyalah barperan sebagai
requlator dan pengawasan.

3. Perbaikan Kesejahteraan.

Tidak mungkin terwujud sosok birokrasi yang handal dengan pagawai
yang professional, kalau kebutuhan hidup yang wajar dari para pegawai
neger lidak dapat dipenuhi oleh sistern penggajian yang berlaku {Dwiyanio,
2011 0 182). Perbaikan sistem pengoaiian harus dilakuken disemua
birokrasi pemerintab, tidak hanya di instasi pemerntah 12rtentu saja.
Sesungguhnys tidak ada alasan tidak cukup uang atau anggaran negara,



karena sesungguhnya yang terjadi saat ini adalah mis managjermen dalam

pengelolaan anggaran dan kelembagaan instansi pemerniah, Unuk it

perlu dilakukan upaya-upaya

4. Perampingan birokrasi. Saat ini terlalu besar ukuran birokrasi
pemerintah, baik pusat mauvpun daerah. Sementara tumpang findib
kewenangan dan ketidak jelasan kinerja vang dihasilkan merupakan
kenyataan yang menyehbahkan birokrasi ampil lamban, baores dan
miskin performance. Sudah saatnya dilakukan pemangkasan birokrasi,
tidak hanya jumlah instansinya saja. tetapi juga ukuran organisasi
dalam sefiap instansi pemerintah. Dengan demikian dinarapkan akan
tampil sosok birokrasi dengan struktur, fungsi dan kinerja yang efisien,
rasional dan profesional.

b. Penyempurnaan sisten pengelolaan anggaran. Saat ini sistem
pengelolaan anggaran untuk kegiatan masih mencerminkan struktur
pengelolaan yvang rigit, sentralis, indexing yang ketat dan fidak sesuai
dengan realitas harga pasar, serta administrasi yang rumit. Ini semua
menghambat pencapaian kinera dan berujung pada pemborosan.
Untuk pencapaian kinera organisasi secara optimal, sistem anggaran
harus mampu memberikan ruang unluk diskusi tanpa mengurangi
prinsip akuntakilitas (Sunameo, 2008 : 8).

Gaji'penghasilan birokrat di pusat mapun daerah diupayakan agar lebih
kompetitif sera tidak terlalu jauh berbeda (gap) dengan gaji pegawai swasta.
Sesungguhnya, dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 1939 disebutkan
dalam pasal 7 ayal (1) setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang
adil dan layak sesuai dengan beban pekernaan dan langgung jawabnya; (2)
gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas
dan jaminan kesejahtersan. Kemudian dalam penjelasan UU tersebut
diterangkan bahwa; (1) yang dimaksud gaji yang adil dan layak adalah gaji
PHS harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga
PNS dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tanaganya hanya untuk
melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya: (2) pengaturan gaji
PMS yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan

PasADLGMA Jormal me Administras



baik antar PNS maupun anlara PNS dengan swasta. Walaupun UL
43 tahun 1998 tentang Kepegawszian Megara manganut sistem merit,
letapi dalam prakfil pengaajian PNS di pusal maupun di dasrah belum
menceminkan meritokrasi, Hal ini dapat dilinat armara fain dari berbagai
masalah yang menyangkut sistern pengoajian di Indonesia. Gai pokok
masih belum berdasarkan standar kampetensi yang dimiliki seorang PNS,
Sistem penggajian birokrasi di Indonesia tidak mengkorelzsikan dengan
kemampuan dan kinerjanya. Sistern Egusi Fay for Equal Work belurm
diterapkan dalam birokrasi, Prinsip Aoward and pupistiment yang berbasis
kinerja juga belum teraksana seuluhnya baik di pusat maupun di daerah.
Birokrat yang pintar, kreatit dan inovatif mendapatkan gaji vang sama
dengan birokrat yang malas dan fidak mau meningkatkan kualitas difnya.
Birokrat yang berpendidikan SLTA, 51, 52 maupun 53 dalam prakiiknya
mendapatkan gaji yang sama, sepanjang masa kerja dan golongannya
sama. Bahkan ada beberapa birokrat yang lidsk memiliki tugas vang
pasli, juga mendapatkan gaji yang sama besamya dengan birokrat yang
melaksanakan gasnya dengan baik. Ini lentu fidak memacy birokrat urrtLk
memperbaiki kinerjanya. Sudah sehansmya sister penggajian birokrasi
ditata ulang berdasarkan Equal Pa v for Equal Work vang berbasis rewsards
and punishment.

4. Sistem Penilaian Kinerja

Masalah birokrasi lsinnya saatini adalah belum diterapkannya promosi
berdasarkan sistem merit, dan prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja
yang akural, Faktor lobby, loyalitas terhadap pimpinan/atasan menjadi
dasar pertimbangan utama. Akibatnya birokrat fidak terpacu meningkatkan
inovasi, kreativitas, prastasinya dalam bekerja dan memberikan pelayanan
publik yang berkualitas, Hingga saat ini, sistern peniiaian kinerja birokrasi
yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah adalah menggunakan
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), yang t=lzh diakui tidek banyak
membefikan manfaal karena kurang valid dan refisbie instrumenya (Keban,
2007 : 7). Penilaian kineqa melalui DP3 dirasakan masih sangat umem,
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abstrak dan sangat memungkinkan menarapkan ynsur like and dizlike.
Kelidak jelazan pengukuran kinerja melalui DF3 mempunyal dampak
terhadap ketidak jelasan standar promoszi jabatan. Seseorang dipromosikan
dalam jabatan tidak berdasarkan kinerjanya. tetapi lebih berdasarkan
kesetiaannya ataupun kedekatannya dengan secrang atasan/pimpinan.
Sistern penilaian kinerja birokrasi hingga saat ini belum meamiliki stock
nama pejabatl dengan kompetensi dan kinerja yang dapat dijadikan dasar
untuk melakukan promosi jabatan. Penilaian kinerja birokrasi perlu ditata
ulang dennan menggunakan suatu sisiem yang transparan, objekiif, sera
rastonal dan dapat diterima oleh semua orang. Sehingga hasil yang dicapai
dari sistern penilaian iersebut dapat bermantaat bagi birokrat untuk lebib
memaotivasi kinerjanya, maupun untuk peningkatan kualitas pemerintah,
Sistern penilaian kinerja birokrasiyang ideal, seharusnyadapat menampung
berbagal tantangan'masalah eksternal maupun internal yang dibadapi
aleh para birgkrat | terutama yang mempunyai dampak kuat dan signifikan
terhadap pelaksanaan tugasnys. Berbagai siluasi yang mungkin dihadapi
olen birokrat di luar pekerjaannya, seperli masalah keluarga, keuangan,
dan berbagai masalah pribadi lainnya secara signifikan berpengaruh
terhadap kinerja birokrat. Hal ini bararti bahwa sistern penilaian kinerja
harus memberikan peluang kepada para birokrat untuk menyampaikan
berbagai masalah yvang mungkin timbul maupun yang sedang dihadapinya.
Femerintah seyogianya dapat memberikan bantuan (konsultasi) terhadap
masalah-masalah yang dihadapi para birokratnya.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan.

Rendahnya sistern pengawasan terhadap birokrasi mengakibatkan
kinerja birgkrat tidak maksimal, dan KEN pun semakin marak, Sistemn
pengawasan melekat (Pengawasan Afasan Langsung dan Sistemn
Fengendalian Intarn} dalam praktiknya tidak berjalan dengan haik. Hal ini
dapat disebabkan faktor ewuh pakewuh antara atasan dengan bawahan.
Untukituperludibangunsuatu sistem pengawasanyang efektif terhadapbiro-
krasi, agar penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin. Karena aparatur
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negara banyak berhubungan dengan masyarakat dalam benfuk misainya
pelayanan publik, sehingga yang merasakan betul bagsimana aparatur
negara melayani mereka adalah masyarakat. Pentingnys pENgawasan
masyarakat seperti dikemukakan oleh Gunarto { 2009 § adalah sebagai
berikut : Dalarm negara demokratis. rakyat adalah pemberi mandat kepada
pemernntah untuk menyelengoarakan pemerintahan termasuk didalamya
mamberikan pelayanan kepada rakyat. Oleh Karena itw. masyarakat
memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada
penyelenggara negara. Pengawasan oleh masvarakat ini semakin relevan
ketika rakyal memilih Presiden, Gubernur dan Bupati. Dalam konteks
poliik, konsumen diasumsikan szbagai konstiuen yang menentukan
terpilih tidaknya pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif. dalam
pemilinan umum. Selain memangku kewajiban sebagai pembayar pajak,
rakyal juga berhak melakukan pengawasan agar penyelenggaraan negara
dapat memperternukan harapan dan kenyataan pemenuhan pelayanan
publik. Agar pengawasan masyarakat dapat efektif maka diperiukan -
¢, Ketersediaan akses pengawasan bagi masyarakat.
d.  Kemudshan mendapatkan data dan informasi
2. Kesadaran dan kemarmpuan masyarakal unfuk  melakukan
PENGAWASIN
. Kesediaan penvelenggara pemerintahan untuk digwasi,
g. Adanya pedindungan hukum bagi sesorang yang akan menyampaikan
hasil pengawasan.

Masih banyak lagiyvang bisa ditakukan oleh permerintah untuk melakukan
reformasi birokrasi pemerintahan dar segi perilaku. Hanva saja kermbali
lagi kepada rezim yang berkuasa, asakah punya keinginan yang sungguh-
sungguh untuk medakukan perubahan disemua sekior permerintahan atay
hanya sekedar mempenahankan kekuasaan saja. Apapun vang dilakukan
pemerintah, bukan berarti kita diam saja, tapi kita pun mulai hams bisa
berbuat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita m asing-masing.



Penutup

Reforrmasibirokrasipada hakikatnya menupakanupayauntukmalakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelanggaraan
pemerintahan. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur
negara yang efektit dan efisien, serta membebaskan aparatur negara dari
prakiik (KKN) dan perbualan tercela lainnya, agar birmkrasi pamerintah
mampy menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima.
Tujuan ini diwujudkan dalam perubahan secara signifikan mekalui lindakan
atau rangkaian kegialan pembaharuan secara konsepiual, sistematis,
dan berkelanjitan, dengan melakukan penataan, peninjuan, peneriban,
perbaikan, peryvempurnaan dan pembaharvan sistem kebijakan dan
peraturan perundangan bidang aparatur negara. termasuk moral aparatur
negara serta memantapkan komitmen melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ferubahan yang ferjadi pasca reformasi =ampal saat ini. memang
sudah banyak yang dilakukan terutama pada seni kelembagaan dan
strukfur pemerintahan. Banyak lembaga-lembags baru yang dibentuk,
serta berbagai peraturan dan Perundang-undangan yang dinasilkan
dalam rangka refornasi birokrasi pemerintahan. Perubahan pada seai
kelembagaan tersebut, diharapkan mampu membawa perbaikan pada
sistem pemerintahan dan birokrasi di Indonesia. Ternyala birokrasi
pemerintahan Indonesia lidak banyak mengalami perubahan. Parnlaku
birokrasi pemerintahan masih inefisien, barbelit-balit, dikriminatif dan tidak
profesional. CHeh karena itu, perbaikan pada seqi kelembagaan saja lidak
cukup apabila tidak dikuli olegh perubaban perilaky aparatur pemerintab
Indonesia.

Ada beberapa langkah vyang bisa dilakukan dalam melakukan
perubahan perilaky aparatur pemerintah Indonesia antara lain, dimulai
dari pola  pendidikan, pola rekrutmen,  gperbaikan  kesejahteraan,
sistem penilaian kinerja dan penguatan parisipasi masyarakat dalam
pengawasan, Kelima unsur ini merupakan suatu kesatuan yang saling
berkaitan. Dalam implementasinya. ini sermuanya lenu sangat tergantung
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pada komitmen dan kemauan (political strong will) dari pimpinan dan para
birokrat serta dukungan legislatii untuk mewujudkannya. Kepedulian dan
kelerlibatan masyarakat dapat mendarong percepatan pembanmgunan
birokrasi pemerintahan di tanah air. Masyarakat harus disadarkan bahwa
pembangunan birokrasi pemerntahan adalah agenda yang sangat
menantukan nasib mereka. Karenanya, mereka harus berperan aktif dan
SBCara tefus menerus, tidak bosan-bosan, mendorong dan mendesak
rezim yang berkuassa uniuk membenahi birokrasi pemearintahan, sejauh
tidak bertindak anarkis.
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